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YANG MAHA ESA

gkat pertama, dalam
perkara cerai gugat

0 Mei 2000, agama
pekerjaan Penambang
A XXXXXXXXXXXKKKKX,

/

efiggugat;

)
Q"RMM AYY

7
\7 ANXRNRN A

nggal 18 Juli 1995, agama
SD, pekerjaan Tidak Bekerja,

PESa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

gan
r/. Frauast
PeRgacilan Ajam sebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 27 Februari 2024, dengan
register perkara nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patilanggio,
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ggal 11 April 2017,

dalam asuhan dan
gga Penggugat dan

ohol hingga mabuk,
emukul Penggugat di
pagian wajah hingga

pgherapa perempuan, salah
2ngetahui informasi tersebut
yang ketika itu mengatakan
an ketika Penggugat menanyakan
/ gugat, Tergugat tidak mengakuinya;
pada 7 Februari 2024, dimana Tergugat
kedapatan berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Egi
yang ketika itu kedapatan langsung oleh Penggugat sedang bersama
Tergugat di kos-kosan. sehingga Penggugat kecewa sikap Tergugat.
kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, sehingga Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kakak kandung
Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxx, di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Pohuwato sampai sekarang. sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah
tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari
Tergugat kepada Penggugat;
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|

shughra Tergugat

%M y : KXXXXXXXXXXX);

Runnn iy ' #flran yang berlaku;
putusan yang seadil-adilnya (ex

dang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sesuai dengan relaas nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 06 Maret
2024 & 15 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
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ggil secara resmi dan patut,
p&nbacakan surat gugatan

an oleh Penggugat;

Akta Nikah Nomor:
oleh Kantor Urusan
insi Gorontalo, telah

aslinya, diberi tanda

telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di
rumah orang tua Penggugat yang berlokasi di Desa

XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat
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dan pertengkaran antara

etahui karena Tergugat

dan tersebut bersama

glah berpisah tempat

Tergugat diusir oleh

Wag¥a sudah pernah mendamaikan

etapi tidak berhasil dan tidak sanggup

a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Ayula, tanggal 08 Maret
2005, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di
Desa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, Provinsi
Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah
memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan
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ggugat dan Tergugat
n sekarang ini rumah
ena sering terjadi

erus;

gugat dan Tergugat

i pertengkaran antara
gtahui karena Tergugat

bernama Egi;

ergugat datang ke tempat
esa Botubilotahu, Kecamatan
E@pat kos-kosan tersebut bersama

ejak dari bulan Februari 2024, karena Tergugat diusir oleh
Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tuanya masing-masing;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup

lagi untuk mendamaikan;
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maka ditunjuk semua
an bagian yang tidak

Penggugat adalah

enghadap sendiri di

p€rnah datang menghadap
@untuk menghadap sebagai

an Surat Panggilan (relaas)

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan
niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
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lan perubahan kedua dengan

pat dilaksanakan mediasi
, karena Tergugat tidak

t dalam perkara ini
Penggugat dengan
5 menerus, dan tidak

sebagaimana yang
dang Nomor 1 Tahun
an Pemerintah Nomor 9
lam;

%

"4"?WJM A(\“‘- VoL t tersebut, Tergugat tidak

dalil-dalil gugatannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan
kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) serta untuk
menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agreement to
devorce) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan
ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo.
Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “Setiap orang yang mengaku
mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan
haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan
adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,” oleh karenanya Majelis
Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-

dalilnya dengan alat-alat bukti yang sabh;
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N
DR menghadirkan dua oran
RKAEVVA ) °

Yamareiaar " Mighimpah dan telah memberikan

saksi-saksi tersebut dapat diterima

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat
dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta
sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 20 Januari 2017 dan telah dikaruniai satu orang
anak;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah
orang tua Penggugat yang berlokasi di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX,

Kabupaten Pohuwato;
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ndang No. 1 Tahun
melakukan perceraian

dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya,
Majelis Hakim menillai gugatan Penggugat telah mengarah pada Pasal 19 huruf
(a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



publik Indonesia

AQung RI nomor: 38 K/AG/1990
\ ah Agung RI. Tahun 1996

takan bahwa perceraian

harus mempersoalkan
ah dalam rumah tangga,
hpakah masih dapat
akim Tunggal akan
gkaran, yang terjadi
gat dan Tergugat;

hkaran dalam rumah
ara Penggugat dan
dan/atau reaksi fisik

ggugat dan Tergugat,

suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya,
kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan
pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk
hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan
salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab
apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin
untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (in casu Penggugat dan
Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang
lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
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September 2003 turut
pat tinggal dan tidak

pihak keluarga dari
untuk mendamaikan

k memenuhi ketentuan

Hahg Vha e pglakta-fakta yang diuraikan di atas,

riatal ang@ngga Penggugat dengan Tergugat sudah
dapat @ arriage) sudah sangat sulit untuk dirukunkan
kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (in
casu Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan
perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan
telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum

ayat 21;

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling

dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu
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maka mempertahankannya
akan membawa dampak

ya, maka Majelis Hakim

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka
Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami.”

Dan dalam suatu kaidah figih dikatakan bahwa:
Alonll > e pasio aawlaoll s,

Artinya:  “Menolak  kemudharatan lebih utama daripada menarik

(mempertahankan) kebaikan.”

Dan dalam suatu kaidah figih dikatakan bahwa:
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oeolas  15]

Ligasl LKL

{’_MI'\_I'I_Ai// . Dan adalah Allah Maha

\J
Jriciee
Peratllag rintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan salah satu pihak
berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya
yang sukar disembuhkan dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dengan demikian
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan amar menjatuhkan talak

satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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or 50 Tahun 2009 tentang
pada Penggugat;

perundang-undangan yang

ara ini;

Men&iltakan Tergu at yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghada S|dang tidak hadlrl

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
MBR atuhkar sughra
X XXXXXXXXXXXX;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
"AJ%%—I Y yap

‘gejymlah R 505.000,09 @ma ratus lima ribu rupiah);
* Q

Majelis Hakim Pengadilan

Tergugat

aret 2024 Masehi bertepatan
oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag.,

dat Humaidy, S.H.l., M.H. dan Ahmad
'-wu- BSing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Wisno Tamsil
Abd, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.
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Hakim Anggota,

i Fuadi, S.H.I.
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